BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 54
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu
dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 'sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna,;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);



Menetapkan :
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN
HARfI‘A KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna terdiri dari:

a. Bupati Natuna;

b. Wakil Bupati Natuna;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
Pejabat Administrator

e. Pejabat Pengawas (tidak termasuk Kepala UPT, eselon IV di
Kecamatan dan Kelurahan);

f. Pejabat Pembuat Komitmen;

g. Pejabat Fungsional Auditor

h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah; dan

Pengelola Unit Layanan Pengadaan (Struktural dan

Fungsional).
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang
dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat
pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
* berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara
Negara; atau
d. masih menjabat.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan

kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat
www.elhkpn.kpk.go.id.
(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama;

b. jabatan;

c. instansi; )

d. tempat dan tanggal lahir;

alamat;
identitas istri atau suami;

identitas anak;
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jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang
dimiliki;
i. besarnya penghasilan dan pengeluaran,;

j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;

-~ k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan

1. surat pernyataan.




(3)

(5)
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Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau
menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan mengenai bagian-
bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau
dilengkapi yang disampaikan oleh KPK kepada Penyelenggara
Negara.

Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau
ke;lengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari
kerja berikutnya.

Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN
yang disampaikan oleh Penyelenggara Negara tidak dapat
diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum

menyampaikan LHKPN.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal SA

dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(1)

(2)

PARAFKOORD

Pasal S5A
Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara
dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara
Negara menerima tanda terima dari KPK.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media

pengumuman KPK dan/atau instansi.

) Pasal 5B E'

Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati ini, maka dapat diberikan sanksi administratif
kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar
mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Perangkat Daerah dapat membentuk Admin Unit Kerja Pengelola
Aplikasi e-LHKPN.
(2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
b.” membuat/update daftar wajib lapor;
c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan
d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus pegawai negeri sipil jika
tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan sanksi:

a. penundaan/pemotongan tunjangan tambahan penghasilan
pegawai;
b. hukuman disiplin berat.

(2) Sanksi penundaan/pemotongan tambahan penghasilan pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

(3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari: 'v
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)

tahun; dan/atau

b. pembebasan dari jabatan.
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Dihapus.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati

yang terdiri dari Atasan Langsung, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat sesuai
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(3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi
ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan

disiplin yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan
mengtindangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

_/ pada tanggal 15 Seplembrr 2021

BUPATI NATUNA

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Septemveer 202

6{Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 53




